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ABSTRAK 

 

H. DEDY FARHAN, NPM 16.81.0755, SANKSI PIDANA TERHADAP 

PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA 

ONLINE, SKRIPSI, 2022. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang ujaran 

kebencian ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk 

sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media online. Jenis 

penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum 

normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian 

hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak 

menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan Ketentuan hukum mengenai ujaran kebencian 

(Hate Speech) di Indonesia memang belum diatur secara khusus dan jelas seperti di 

negara-negara lain. Namun beberapa instrument hukum yang tersedia telah 

memberikan payung hukum terhadap permasalahan ini. Ada beberapa hal yang 

diatur dan patut mendapat perhatian, diantaranya Pasal- Pasal 156, Pasal 157, Pasal 

310, Pasal 311 KUHP. berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah 

diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA).  

Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan 

hukum dilarang oleh karena itu jika melakukan tindak ujaran kebencian akan 

terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundangundangan yang 

mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Bentuk 

sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar 

KUHP. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku hate speech didalam KUHP dan 

ketentuan pidana lainnya di luar KUHP dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2). Adapun 

bentuk Sanksi pidana terhadap pelaku ujaran kebencian dan terbukti memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektroni berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektroni adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Ujaran Kebencian, (Hate Speech), Media Online 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: SInar Grafika 

 

Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan 

Pengembangan Hukum Pidana,     Bandung: Citra Aditya Bakti 

 

----------------------------, 2000, Perlindungan HAM dan Korban dalam 

Pembaharuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti 

 

----------------------------, 2001, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

 

-----------------------------, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 

Bandung, Citra AdityaBakti 

 

Bambang Waluyo, 2000, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika 

 

Bambang Sutiyoso, 2007, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum 

yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UII Press 

 

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta; Kencana 

 

C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta; 

Balai Pustaka 

 

Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum 

Teknologi Informasi, ,PT. Refika Aditama, Bandung 

 

 Hwian Christianto, 2018, Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus, 

Graha Ilmu: Yogyakarta. 

 

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

Bandung: Mandar Maju 

 

H. R. Abdussalam, 2008, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang 

Hukum Acara Pidana, Jakarta: Restu Agung 

 

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

Bandung: Mandar Maju 

 

Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar 

Grafika 

 



Lintong Oloan Siahaan,  1981, Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari 

Peradilan Kita, Jakarta: Ghalia Indonesia 

 

Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, 

Jakarta: Djambatan 

 

------------------, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, 

Teknik Penyusunan dan Permasalahannya), Bandung: PT Citra Aditya 

Bakt 

 

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya, 

Bandung: Remadja Karya, Bandung 

 

Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, 

Bandung: CV Mandar Maju 

 

Romli Atmasasmita,. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: 

Kencana, 

 

Roeslan Saleh, 1983,  Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale, Jakarta, Aksara Baru 

 

R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-

komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea) 

 

R. Abdoel Djamali, 1993, “Pengantar Hukum Indonesia “,  Jakarta, Rajawali Press 

 

Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: 

Prenada Media Group 

 

Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha 

 

Satjipto Rahardjo. 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni 

 

Soerjono Soekanto, 1980, Sosiologi hukum dalam masyarakat, (Jakarta: Rajawali)  

 

-----------------------. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers 

 

Soedarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni 

 

--------------------,  1983, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, 

Bandung. Alumni 

 

--------------------,  1983, “Kapita Selecta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 

 



Sumartini, 1996, Pembahsan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional 

tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Departemen Kehakiman 

 

Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty 

 

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, Pidana Dan Pemidanaan, Semarang: 

Fakultas Hukum UNTAG 

 

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 
 


